BAB V
SARAN

Berdasarkan kegiatan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA)

di Industri dapat diberikan saran:

1. Sebelum melaksanakan PKPA di industri, calon apoteker
diharapkan lebih banyak membekali diri dengan ilmu
pengetahuan tentang kegiatan-kegiatan, perundang—undangan
farmasi dan segala hal yang berkaitan dengan industri farmasi.

2. Calon apoteker diharapkan lebih aktif dan tanggap selama
menjalankan praktek kerja profesi agar para calon apoteker
mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak sehingga mampu
mencapai semua apa yang menjadi tujuan yang direncanakan.

3. Fasilitator dapat memberikan gambaran dari industri farmasi
kepada mahasiswa melalui gambar atau video ataupun media
digital lain agar mahasiswa PKPA secara daring dapat menerima

gambaran praktek sesungguhnya di lapangan dengan lebih jelas.
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